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TENTANG

HASIL AITALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KTR^IA PERANGKAT DAIRAH
DILINGKUITGAN PEMERINTAII I{ABUPATEN HALMATIERA BARAT

Menimmbang : a.

DENGAN RAIIMAT TUHAII YANG MAIIA ESA

BUPATI IIALMAIITRA BARAT,

bahwa dalam rangka meningkatkan efrsiensi dan efektivitas
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan melalui
penataan kelembagaal, ketatalaksanaan dan kepegawaian
berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Keq'a di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Halm ahera Barat;
bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reforrnasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instalsi Pemerintah Untuk
PenyederhErnaan Birokrasi, maka terjadi perubahan kedudukan,
susuruur orgrulisasi, tugas dan fungsi serta tatakeqa perangkat daerah
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, sehingga
Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Hahnahera Barat disusun berdasarkan Keputusan Bupati
Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2O2l tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2076 tentang
Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Bara!
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud da-lam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Hasil Anatisis Jabatan dan Analisis Bebarr Kerja Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.

Undang-undang Nomor 6O Tahun 1958 tentang Penetapal Undang-
undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah
Swatantra Tingkat I Maluku Menjadi Undang-undang;
Undang-Undalg Nomor 6 Tahun 2OOO tentang Pembahan atas
Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi
Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara
Barat;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Ha'lmahera Utara, Kabupaten Ha'lmahera Selatan,
Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota
Tidore Kepulan di Provinsi Maluku Utara;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OL4 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 6,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a9al;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tatrun 2016 tentang
Perangkat Daerakr (Lernbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nornor 1-l4, Tarnbatran Lernbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);
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7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12O 'fahun 2Al8 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hr-rkum Daerah;

8, Peraturan Menteri Penda,v"agunaan Aparati:r Negara dan Ref'ormasi
Rirokrasi Nornor 41 'f'ahun 2018 tentang Nomenklatur .]abatan
Pelaksana Bagi Pegarvai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
L273\;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reforrnasi
Birokrasi Nomor 1 Tahun 2O'2O tent.ang Pedoman Analisis Jabatan dan
Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 26);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 25 Tahun '2021 tentang Penyederhanaan Struktur
Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan
Birokrasi;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Haknahera Barat Nomor 2 Tahun 2A'27
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2A16
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Halmahera Barat;

12. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 20'27 tentang
Ferubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati llalmahera Barat Nomor 10
Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi Perangkat Ifaerah Kabupaten
Halmahera Barat.

MEMUTUSI(AN

MenetapKan : PERATURAN BUPAT.I TENT,A}IG HASIL fu\ALISIS JABATAN DAN ANALISIS
BEBAN KERJA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAI.IERA
BARAT

BAB I
KETEIITTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Halmahera barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain

sebagai Badan Eksekutjf Daerah Kabupaten Haknaehra Barat.
Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Barat
Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati HaLnahera Barat
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi sebagai Pegawai
Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjiaa Kerja pada Instalsi Pemerintah
Pegawai Negei Sipil yang selanjutnya disingkat PNS ada-lah warga Negara Indonesia
yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN seca-ra tetap oleh
Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
Jabatan adalah kedudukal yalrg menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan
hak seorang PNS dalam suatu satuan kerja organisasi negara.
Analisis Jabatan adalah proses pengumpulian, pencatatan, pengolahan dan penyusunan
data jabatan menjadi informasi jabatan.
Analisis Beban Keda adalah teknik manajemen yang dilakukal secara sistematis untuk
memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efrsiensi keda orgarrisasi
berdasarkan volume kerja.
Peta jabatan adalah susunan narna dan tingkat jabatan pimpinan tinggi, jabatan
administrasi dan jabatan fungsional yang tergambar dalam struktur unit organisasi dari
tingkat yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggl.
Nama Jabatan adalah sebutan untuk memberi ciri dan gambaran atas isi jabatan, yang
berupa sekelompok tugas yalrg melembaga atau menyatu dalam satu wadah jabatan,
tugas, dan fungsi yang sama sebaiknya menggunakan nama jabatan yang sama.
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13. Kode Jabatan adaiah kode yang merepresentasikan suatu jabatan, yang dibuat untuk
mempermudah inventarisasi jabatan

L4. lkhtisar Jabatan atau ringkasan tugas adalah rlngkasan dari tugastugas yang
dilakukan, yang tersusun dalam satu kalimat Srang mencerrninkan pokok-pokok tugas
jabatan.

1.5. Kualifikasi .Iabatan adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh pegawai untuk
menduduki suatu jabatan, agar dapat melaksanakan tugas dengan baik.

16. Uraian Tugas adalah paparan semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok
pemangku jabatan dalam memproses bahan keda menjadi hasil keda menggunakan
perangkat kerja dalam kondisi tertentu.

17 . Hasil Kerja adalah produk yang harus dicapai oleh pemangku jabatan.
18. Bahan Kerja adalah rnasukan yang diproses dengan tindak kcq'a (tugas) rncnja<ii hasil

kerja.
19. Perangkat Ker-ja adalah acuan atau pedoman yang digunakan untuk mengolah bahan

keq'a menjadi hasil kerja.
20. Tanggung Jawab adalah rincian atas segala sesuatu yang dipertanggungjawabkan

kepada penr.angku -jabatan, be setta segiseginlra.
2L Wewenang adalah hak dan kekuasaan pernangkr-r jabatan untuk mengambil sikap atau

menentukan sikap pengambilan keputusan.
22" Syarat Jabatan adalah persyaratan minimal Lain yang dapat dipenuhi oleh pegawai

untuk menduduki suatu jabatan, agar dapat melaksanakan tugas dengan baik.

Pasal 2

(1) Hasil analisis jabatan dapat digunakan sebagai dasar dalarn penyusunan kebijakan
program pembinaan/penataan kelernbagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan serta
perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan aparatur.

{2) Hasil analisis jabatan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi setiap
pemangku jabatan sesuai lingkup tugas dan fungsinya

BAB II
HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA

Pasal 3

Hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja perangkat daerah di lingkungan Kabupaten
Halmahera Barat, terdiri dari:
1. Sekretaris Daerah
2. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejaht-eraan Rak-vat
3. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
4. Asisten Bidang Administrasi Umum
5. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik
6. Staf Ahli Bidang Pemerintahan
7. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM
8. Sekretariat DPRD
9. Inspektorat
L0. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berrcncana
LL. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
12. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
13. Dr'nas Perhubungan
14. Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
15. Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga
L6. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
17. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
18. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipi
L9. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
20. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dal Pemerintahan Desa
21,^ Dinas Kelautan dan Perikanan
22. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
23. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UKM
24. Dinas Penanaman Modal dan PelayanAn Terpadu Satu Pintl
25. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
26. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
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28. Badan Kepegawaian dan Diklal
29. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
30. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
31. Bagian Tata Pemerintahan dan SDA
32. Bagian Kesejahteraan Rak-vat dan Tenaga Keq'a
33. Bagian Lay2na, Pengadaan Barang/Jasa
34. Bagian Hukum dan Organisasi
35. Bagian Umum, Perencanaan dan Keuangan
36. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Humas)
37. Kecarnatan Jailolo
38. Kecamatan Jailolo Timur
39. Kecamatan Jailolo Selatan
40. Kecamatan Sahu
4L. Kecamatan Sahu Tiraur
42. Kecamatan Ibu Seiatan
43. Kecamatan Ibu
44. Kecarnatan Tabaru
45. Kecamatan Loloda
46. Kecamatan Loloda Tengah

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan"
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatanrlya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal L F'!-'::r'.) ''"';

BUPATI

2422

RA BARAT,

JAIYIES UANG

Diundangkan di Jailolo
Pada tanggal '-r )7-'' r -'' 'P' : I :-1
SEKRBTARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BAI?AT

BERITA DAERAH KAI}UPATEN HALMAHERA BAIRAT TAHUN 2022 NOUON ..?I

Ass. Bid Eko & Pembangunan
Kabag Hukum & Orgs

Sesuai dengan salinan aslinya
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